
 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
NOMOR 17                     TAHUN 2017 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR   17  TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang :  a.  bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

Standar Pelayanan Minimal ditetapkan untuk menjamin 

ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum 

yang diberikan; 

b.  bahwa Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa telah 

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, namun perlu disesuaikan karena 

perubahan nomenklatur Rumah Sakit Jiwa; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

Jiwa Mutiara Sukma; 

   

Mengingat:   1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan            

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

 

 



5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 

Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/ 

III/2002 tentang  Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan 

Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang selanjutnya disebut RSJ 

Mutiara Sukma merupakan lembaga teknis daerah di lingkungan 

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 



dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. 

6. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada RSJ Mutiara 

Sukma yang melakukan pembinaan dan pengawasan RSJ secara 

internal yang bersifat non teknis perumahsakitan. 

7. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSJ 

Mutiara Sukma kepada masyarakat yang meliputi pelayanan 

medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan 

pelayanan administrasi manajemen. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 

warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang 

tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan 

Layanan Umum kepada masyarakat. 

9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh 

Rumah Sakit kepada masyarakat. 

10. Mutu Pelayanan adalah kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. 

Kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan 

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada 

setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, 

serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan 

standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. 

11. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan 

penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, 

efektivitas, efisiensi, keselamatan dan  keamanan, kenyamanan, 

kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan 

antar manusia berdasarkan standar WHO. 

12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh 

suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa 

pelayanan atau barang kepada pelanggan. 

13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan 

pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke 

waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang 

digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap 

besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan 

dengan sesuatu yang harus dicapai. 

15. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian 

dari indikator. 

16. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data 

dari sumber data untuk tiap indikator. 

17. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian 

terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan. 

18. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang 

dalam rumus indikator kinerja. 

19. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi 

dalam rumus indikator kinerja. 



20. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang 

diharapkan bisa dicapai. 

21. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat 

dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan 

persoalan. 

BAB II 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

Pasal 2 

(1) SPM RSJ Mutiara Sukma menjadi acuan dalam menyelenggarakan 
dan memberikan pelayanan yang meliputi : jenis pelayanan beserta 
indikator kinerja dan nilai Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang 
Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Administrasi Manajemen.  

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh RSJ Mutiara 
Sukma. 

BAB III 
PENGORGANISASIAN 

Pasal  4 

(1) Direktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di RSJ Mutiara Sukma sesuai SPM. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh semua lini, 
melalui penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dibawah 
koordinasi Instalasi-instalasi dan Komite Medis di RSJ Mutiara 
Sukma. 

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh personil dengan kualifikasi dan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

BAB  IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 5 

(1)  RSJ Mutiara Sukma wajib menyusun rencana pencapaian SPM. 

(2)  Penyusunan rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSJ Mutiara 
Sukma. 

(3)  SPM yang ditetapkan menjadi acuan dalam perencanaan program 
pencapaian nilai masing-masing jenis pelayanan. 

(4)  Sumber pembiayaan pencapaian pelaksanaan SPM pelayanan 
kesehatan RSJ Mutiara Sukma dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 
Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSJ Mutiara Sukma. 



BAB  V 
PEMBINAAN DAN FASILITASI  

 Pasal  6 

(1) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan SPM pelayanan 
kesehatan di RSJ Mutiara Sukma dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi. 

(2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan 
teknis, pelatihan yang meliputi : 

a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;  

b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian nilai; 

c. penilaian pengukuran kinerja; dan 

d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan 
pemenuhan SPM. 

 
BAB VI 

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

Pasal 7 

Gubernur melalui dewan pengawas melakukan pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan pelayanan di RSJ Mutiara Sukma sesuai 
SPM. 

Pasal  8 

(1) Direktur melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan SPM 
pelayanan kesehatan di RSJ Mutiara Sukma. 

(2) Direktur melalui Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien 
melakukan Evaluasi dan pengawasan capaian SPM pelayanan 
kesehatan di RSJ mutiara sukma.   

Pasal  9 

(1) Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan RSJ 
Mutiara Sukma sesuai SPM kepada Gubernur melalui Dewan 
Pengawas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 
(satu) tahun sekali. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah 
Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi    
Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 

 

 



Pasal 11 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

     Ditetapkan di Mataram 

  pada tanggal  26 Mei 2017               

       GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 ttd  

      H. M. ZAINUL MAJDI  

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal    26 Mei 2017             

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

                ttd.                 

     H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR  

Salinan sesuai dengan aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

 

  ttd 

 

    H. RUSLAN ABDUL GANI 

 NIP. 19651231 199303 1 135 

 

 


